KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ISLAM
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
TENTANG GANTI RUGI

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

LEILA KUSUMA JIWANGGA
NIM 07370025

PEMBIMBING:

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.
2. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011



ABSTRAK

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan
proses pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi,
keamanan, dan budaya juga membawa dampak negatif berupa peningkatan
kualitas dan kuantitas kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan
masyarakat. Apabila mencermati beberapa peristiva kejahatan termasuk
pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi dewasa ini seakan-akan telah menjadi
sesuatu yang biasa.

Penelitian pustaka lilfrary researcl) ini bersifat deskriptif, yaitu
memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan
yaitu dalam hal kedudukan hukum pidana Islam di Indonesia, kemudian
menguraikan segala sesuatunya dengan cermat dan terarah mengenai hukuman
ganti rugi dan kontribusinya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Peranan dan kedudukan hukum pidana Islam pada zaman modern saat ini
dianggap oleh sebagian kaum orientalis sebagai produk hukum yang out of date
dan melanggar hak asasi manusia. Akibatnya ketika lahir keinginan untuk
menerapkan hukum pidana Islam sering terjadi perdebatan yang panjang baik dari
sisi yang mendukung maupun yang menganggap hukum pidana Islam sebagai
hukum yang kuno. Sehingga pembaharuan hukum pidana Islam adalah suatu
keharusan guna mensosialisasikan nilai-nilai positif yang terkandung dalam
hukum Pidana Islam.

Berpijak dari deskripsi mengenai hukum pidana Islam yang ternyata
adalah hanya sebagai salah satu bahan diantara sekian banyak bahan bagi upaya
pembaharuan KUHP Nasional maka untuk kondisi sekarang dengan berbagai
pertimbangan saatnya mewujudkan gagasan pemberlakuan hukum pidana Islam di
Indonesia.

Pembaharuan hukum Pidana Islam dalam hukum Nasional juga sebaiknya
disubstansikan terhadap jenis hukuman yang berlaku. Namun, perlu diperhatikan
agar jenis-jenis hukuman yang berlaku tidak hanya untuk kepentingan pelaku
kejahatan dan Negara sebagai penerima denda, tetapi juga cerminan perhatian
terhadap korban yang berhak mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang
diterimanya sebagai upaya pemulihan kondisi korban dan keluarganya dengan
uang ganti rugi yang merupakan usaha menjaga jiwa dan upaya pengembalian
keseimbangan dalam masyarakat. Agar kontribusi pidana ganti kerugian dapat
berjalan, sehingga dapat dirumuskan dalam pembaharuan hukum pidana di
Indonesia.
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MOTTO

Sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan. Apabila engkau telah
selesai, (mengerjakan suatu pekerjaan), maka bersusah payahlah

(mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhanmu, berharaplah.

(Q. S. AL-INSYRAH 6-8)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
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Bismillahirrahmanirrahimi

Segala puji bagi Allalsubhanahu wda’a/a yang senantiasa memberikan
kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman
dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi wa Sallam, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh
umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang
dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk All&8ubhanahu wda’a/a, maka tidak ada
seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah,
maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya
tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad
Sallallahu Alaihi wa Sallamadalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayahNya
Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk
melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starata satu dalam

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul:
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“Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di
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skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan
saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan
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Leila Kusuma Jiwangga
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah hukum pidana banyak dibicarakan baik dalam teori maupun
praktek bahkan ada usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-undang
Hukum Pidana sebagai usaha pembaharuan Hukum Nasional yang bertujuan
untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang di berlakukan, karena dianggap
sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan
pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Adanya
pembaharuan KUHP yang muncul sebaiknya merupakan produk pemikiran
dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri jangan berupa produk
pemikiran hukum barat seperti dalam KUHP lama yang merupakan warisan
Belanda.

Pembaharuan hukum ini juga melibatkan Hukum Islam (hukum Figh)
yang secara umum diakui sebagai sumber, selain dari hukum adat dan hukum
barat itu sendiri karena ketiganya mempunyai kedudukan yang sama sebagai
sumber utama upaya pembentukan hukum nasional. Dan adanya kontribusi
hukum Islam juga harus diarahkan dalam wacana komponen pokok dalam
hukum pidana Islam, vyaitu tentang pidana, tindak pidana dan

pertanggungjawaban pidana yang dapat diambil intisarinya agar lebih mudah

! Jimly Asshidigie,Pembaharuan Hukum Pidana Indones{Bandung: Angkasa, 1996)
him: 135.



mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional dan dapat memberikan
kontribusinya ke dalam hukum nasioRAal.

Dalam melakukan suatu tindak pidana, pelaku yang telah dibebankan
hukuman dari lembaga peradilan yang berlaku dalam bentuk perbuatan dengan
kesengajaan membebankan kepadanya untuk mempertanggungjawabkan
kejahatan yang telah dilakukannya di depan hukum. Selain itu, pelaku juga
mendapat hukuman lain berupa ganti rugi yang diberikan kepada si korban.
Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan keringanan kepada si
korban ataupun keluarganya. Munculnya perhatian ini agar si korban
mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban yang dilakukan bukan hanya
sekedar hukuman maupun denda terhadap perbuatan yang merugikan negara
tetapi juga pertangungjawaban ganti ruginya.

Di hukum positif seperti di Negara Inggris, Belanda, dan Prancis
perhatian terhadap korban kejahatan dalam bentuk ganti rugi sudah
berlangsung cukup lama. Pemberian ganti rugi tersebut biasa diberikan oleh
wakil dari pelaku atau biasa disehutarious liability (pertanggungjawaban
pengganti), dimana suatu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada
seseorang atau perbuatan pefakiamun sayangnyaicarious liability ini

hanya berlaku pada jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana

2 Ahmad Bahiej, dkkPemikiran Hukum Pidana Islam Kontempo(&ogyakarta: Pokja
Akademik, 2006) him. 115.

® Romli AtmasasmithaPerbandingan Hukum PidanéBandung: Mandar Maju, 1996)
him. 79.



Inggris, Vicarious liability ini hanya kepada manusia yang masih yang
memiliki pengetahuan dan pilih&n.

Dalam Islam, hukuman yang setimpal dengan perbugdakepada
pelaku tindak pidana dinamakan Jarin@ikas Diyat®. Lebih jelasnya hukum
gisasmaupundiyat merupakan hukuman yang ditentukan batasnya, tidak ada
batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan
walinya)’

Pemberian ganti rugi d{yat) ini merupakan pembebanan
pertanggungjawaban dalam syariat Islam akibat perbuatan yang dikerjakannya
secara sengaja dan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut
mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannyaDiyat (denda) dengan
harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak. Dari pihak pelaku dengan
membayardiyat (kewajiban membayar ganti rugi) secara damai kepada
korban, pelaku akan merasakan kehidupan baru yang aman dan akan bertaubat
ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan.
Sementara dari pihak korban dengan menerima ganti rugi dengan cara damai

akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan

33.

* Barda Nawawi AriefPerbandingan Hukum Pidan@@akarta: Rajawali Pers, 1990) him.

® Qisas ialah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal (baca Sarpirzi-

ayat 178). Maksudnya hukum balas bunuh atas orang yang membunuh.

® Diyat ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si

korban atau walinya melalui keputusan hakim, as-Sayafidq, Figh as-Sunnah, (BeiruDar al-
Fikr), 11: 107.

13.

" Makhrus MunajatHukum Pidana Islam di IndonesiéYogyakarta: Teras, 2009), him:

8 Ahmad Wardi Muslich,Pengantar dan Asas Hukufidana Islam (Jakarta: Sinar

Grafika, 2004) him: 74.



meringankan sedikit beban kesedihannya guna menjamin rasa keadilan dan
persamaan untuk hak-hak korban sepenufinya.

Dalam suatu catatan dalam hukum Isl@iyat menjadi memiliki sifat
publik karena ada keterkaitan antara pelaku, korban dan negara. Sehingga
dapat dikatakan bahwa suatu jarimah pada hakekatnya merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak individu yang senantiasa diletakkan dalam
wacana pelaku, korban dan negara.

Jadi, sebenarnya hukum pidana Islam itu sama seperti hukum-hukum
yang lain, yang menginginkan terciptanya suatu aturan yang memebentuk
masyarakat patuh hukum dan tidak merugikan orang lain baik secara materil
maupun non materiil. Anggapan-anggapan bahwa hukum pidana Islam adalah
suatu hukum yang kejam adalah tugas kita untuk memberikan sosialisasi dan
penyebarluasan ilmu hukum pidana Islam kepada semua lapisan masyarakat
secara khusus hingga umum bahwa khazanah hukum Islam itu ada satu bagian
yang disebut Hukum Pidana Islam.

Dari sini timbul pertanyaan bagaimanakah hukum pidana Islam
mempunyai kedudukan vyang jelas dalam hukum di Indonesia dan
bagaimanakah bentuk pembaharuan hukuman ganti rugi dalam hukum pidana

di Indonesia.

® Makhrus MunajatHukum Pidana Islam.....him. 167.



B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, kiranya

dapat di rumuskan dua pokok masalah yang memerlukan penelitian dan

pengkajian khusus. Pokok masalah tersebut adalah:

1.

2.

Bagaimana kedudukan hukum pidana Islam dalam sistem hukum di
Indonesia?
Bagaimana ketentuan hukuman ganti rugi didalam hukum pidana Islam

serta kontribusinya dalam pembaharuan hukun Nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan

1.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal ini adalah:

a. Ingin mendeskripsikan lebih dalam mengenai Hukum Pidana Islam
dan dapat mengkaji kedudukannya dalam Hukum di Indonesia.

b. Ingin mendeskripsikan lebih dalam mengenai ketentuan hukuman
ganti rugi dalam hukum pidana Islam serta bentuk pembaharuannya
dalam sistem pidana di Indonesia

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penyusun harapkan dari
penyusunan proposal ini adalah:

a. Untuk memperkayakhazanahilmu pengetahuan khususnya dalam

kajian hukum pidana Islam.



b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat guna memperdalam

pengetahuan dalam masalah hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Mengetahui sejauh mana obyek penelitian dan kajian terhadap masalah
pembentukan hukaman ganti rugi dalam pembaharuan sistem hukum pidana
ini, peneliti telah melakukan pra-penelitian (telaah) terhadap sejumlah
literatur. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penelitian dengan
tema kajian yang sama, sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan (repetisi)
yang mirip dengan penelitian sebelumnya.

Dalam penelaahan sejumlah literatur, peneliti menemukan beberapa
penelitian dengan obyek yang sama. Seperti Karya Cicin Siti MufiSinah
dalam skripsinya yang berjudul “Vicarious Liability (pertanggungjawaban
penggganti) Study Penerapan Dalam Jarimah Qisas Diyat” dan dalam skripsi
karya Marfuatul Latifd® denngan judul "Transformasi Pemikiran Hukum
Pidana Islam dalam Hukum Pidana NasionB8lalam Karyanya di jelaskan
Vicarious Liability dalam Islam dengan pendekatan yang relatif untuk
memenuhi konsep jera terhadap pelaku dan keadilan bagi korban dalam
pemahamariyat dalam Islam. Namum belum dijelaskan bentuk kontribusi

hukuman ganti rugi dalam pembaharuan dalam sistem hukum Pidana di

1% Cicin Siti Muhsinah, Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti) Srudy
Penerapan dalam Jarimah Qisas Diy&kripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2006.

' Marfuatul Latifa, Transformasi Pemikiran Hukum Pidana dalam Hukum Pidana
Nasional (Study Penerapan Jarimah Qisas Diy&gkultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.



Indonesia. Litaeratur lainnya dari skripsi yang ditemukan adalah “Pidana
Denda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Diyat Menurut
Hukum Pidana IslamKarya Resman Junafdidan dari skripsi Siti Junaitfa
dengan karya yang berjudul, “Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam
Pembentukan Hukum Pidana Positif di Indonesi@dlam masing-masing
skripsi dijelaskan mengenai bentuk ganti rugi dalam Hukum Pidana Islam, dan
menjelaskan mengenai Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam pembentukan
Hukum Pidana Positif di Indonesia, namun belum dijelaskan mengenai konsep
Ganti rugi dalam pembaharuan sistem Pidana di Indonesia.

Ada beberapa buku yang membahas mengenai hukuman ganti rugi
dalam ruang lingkup figh jinayah dan membahas mengenai peranan dan
kedudukan hukum pidana Islam dalam hukum Nasional antara lain buku
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, karya Jimly Asshiddigi&unga
Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep
KUHP Baru), Karya Barda Nawawie AriefRPengantar dan Asas Hukum
Pidana Islam karya Ahmad Wardi MuslichPemikiran Hukum Pidana
Islam Kontemporer, karya Ahmad Bahiej, Makhrus Munajat, dan
Octoberyansyah. Hukum Pidana Islam di Indonesia, karya Makhrus
Munajat, Jinayah (Hukum Pidana Syari'at Islam) karya Marsum. Dan

literatur pokok yang lain dari skripsi ini adalah dari bikenggagas Hukum

2 Resman JunaidPidana Denda Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan

Diyat Menurut Hukum Pidana Islankakutas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga
Yogyakarta, 2003.

3 Siti Junaida, Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Hukum Pidana Positif di
Indonesia (Study Analisis tentang Tindak Pidana Kejahatan Di Indondsi)ltas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.



Pidana Islam di Indonesia dan Membumikan Hukum Pidana Islam di
Indonesia karya Topo Santoso,.

Dalam buku-buku tersebut membahas mengenai pertanggunngjawaban
pidana dalam Islam dan membahas konsep-kodsegt dalam Islam yang
biasa dikaitkan dalam pembaruan hukum di Indonesia. Dimaksudkan agar
mampu memprioritaskan korban yang menjadi pihak perhatian, melalui
pendekatan yang normatif untuk pembahasan yang dilakukan berdasrkan
norma-norma yang ada dalam masyarakat. Hikmah disyariatkannya hukuman
ganti rugi (kewajiban membayaiiyat) dalam hukum Islam maupun hukum
Nasional adalah sebagai usaha prevensi dari kemungkinan terjadinya bentuk
pidana yang bias menimbulkan bahaya bagi kehidupan seseorang sekaligus
sebagai bentuk proteksi terhadap jiwa manusia agar senantiasa dihormati dan
dimuliakan.

Dalam konsep pembaruan hukum, pengkajian pertanggungjawaban
ganti rugi yang dilakukan akan diarahkan berdasarkan sumbangan atau
kontribusinya pidana figh yang patut dikemukakan sebagai sumber utama

dalam pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia.

. Kerangka Teoritik

Untuk membahas pokok-pokok maslah yang diketengahkan dalam
skripsi ini, penyusun akan menggunakan tiga kerangka pemikiran sebagai
landasan teoritis yang akan mengarahkan kepada arah pembahasan. Pertama,

Pertanggungjawaban Ganti Rugi dalam Konteks Kajian Figh Jinayah. Kedua,



Kedudukan Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.
Ketiga, Kontribusi Hukuman Ganti Rugi dalam Pembaharuan Hukum.
1. Pertanggungjawaban Ganti Rugi dalam Konteks Kajian Figh Jinayah

Dalam berbagai literatur Hukum Islam, klasik maupun modern
hakikat pidanadiyat (kewajiban ganti rugi) merupakan pidana yang
bersifat melindungi korban. Konsep pertanggungjawaban ini juga dibatasi
dan diatur dalam Al-Qur'an dan al-Hadist, maka ketentuan bentuk pidana
ini juga melindungi serta meringankan beban tersangka atau terpidana.
Pidana Diyat juga dibebankan pada bentuk-bentuk kejahatan yang
mengancam jiwa dan badan manusia saja, yaitu pembunuhan dan
penganiayaan fisik (pelukaan, dff).

Ketentuan demikian mencerminkan prinsip bahwa ajaran Islam hak
untuk hidup dan hak akan keamanan fisik setiap orang sangat dilindungi.
Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa jika seseorang seseorang membunuh
orang lain tanpa hak maka ia dianggap seakan-akan telah membunuh
kemnanusiaan seluruhnya. Selain itu, hakikat konsep pidana itu yang tidak
boleh dilupakan adalah adanya prinsip pembalasan yang setimpal terhadap
kejahatan, prinsip perlindungan terhadap korban ataupun keluarganya,
prinsip perdamaian dan pemaafan yang sangat ditekankan anatara pelaku
dan korban (keluargany&).

Dengan demikian, Kewajiban membayar ganti rutjydt) harus

dilihat sebagai sutu perwujudan dari perlindungan terhadap korban yang

14 Jimly Asshidigie Pembaharuan Hukutal. 135.

Ibid.
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sekaligus sebagai implementasi dari keperluan untuk mengembangkan

prinsip kedamaian hidup antar manusia.

. Kedudukan Hukum Pidana Islam dalam Sistem Pidana Nasional

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga kini merupakan
peninggalan Penjajah Belanda yang dilandasi oleh falsafah yang berbeda
dengan falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, seperti mengutamakan
kebebasan, menonjolkan hak-hak iindividu, dan kurang berhubungan
dengan moralita¥® Sedangkan bagi umat Islam, tidak ada pilihan selain
meyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari
menjalani agama secakaffah. Pandangan terhadap syariat Islam yang
kuat berdasarkan kesadaran umat bahwa itu bersumber dari Al-Qur'an dan
As-Sunnah berbeda dengan hukum Barat yang berasal dari akal pemikiran
manusia. Maka hukum Islam dianggap paling sesuia dengan rasa keadilan.
Syariat Islam dipandang paling bisa memenuhi kebutuhan dasar kehidupan
manusia f{naqasidusy-syari’ah al-khamsyah), yakni melindungi agama,
jiwa, harta, akal dan keturunah.

Hukum Pidana Islam sebenarnya memenuhi syarat sebagai sebuah
hukum pidana modern. Karena hukum ini mengenal asas-asas atau prinsip-
prinsip penting hukum pidana, baik yang sudah dikenal oleh hukum Barat
maupun belum, seperti asas legalitas, asa tidak berlaku surut, asas tiada

pidana jika ada keraguan, asa kesamaan di hadapan hukum, asas praduga

84.

' Topo Santosaylembumikan Hukum Pidana Isladakarta: Gema Insani, 2003), him:

7 Ibid, him. 85.
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tak bersalah, asas perlindungan HAM, asas keadilan, asas kebenaran
materiil, asas kemanfaatan, asas pemaafan, asas individualisasi
pemidanaan, dan sebagainya. Satu hal yang jelas yakni, hukum pidana
Islam berbeda dengan Hukum barat yang tidak mengakui Hukum Agama.
Hukum ini justru erat hubungannya dengan hukum Agama sebagai jalan
hidup manusia®

Oleh karena itu, khusus pada suatu penentuan bahwa perbuatan
manusia sebagai suatu tindak pidana, hukum pidana Islam berdiri pada
garis pertengahan. Dalam dunia hukum dikenal adanya Negara yang
begitu fleksibel dalam mengganti atau merubah hukuBisatu sistem
hukum €ommonlaw system peranan hakim begitu dominan diatas
peranan kitab undang-undang hukum, sehingga dikenal istilah “hukum
oleh hakim” atau judgemadelaw’. Jadi hukum lahir diatas putusan para
hakim. Sementara itu di sistem lain (continental law), peranan kitab
undang-undang begitu kuat atau dominan sehingga sering kali hakim
sering kali sulit mengambil keputusan jika undang-undang tidak mengatur
secra tegas perbuatan yang sangat merugikan tefSebut.

Dalam sistem pidana Islam, hukum pidana sudah memberi batasan
atau pedoman untuk penentuan suatau perbuatan sebagai suatu tindak
pidana, baik dalam kelompok tindak pidana yang sudah dilarang sejak

awal maupun golongafarimah hudud dan jarimah gisas-diyat. Jadi, diluar

18 Ibid, him. 89.
19 bid, him: 90.

2 pid.
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golongan tindak pidana itu, bisa terus berkembang sesuai dengan prinsip-
prinsip umum syariat Islart.

Jadi, sebenarnya Hukum Pidana Islam itu sama seperti hukum-
hukum yang lain, yang menginginkan terciptanya suatu aturan yang
memebentuk masyarakat patuh hukum dan tidak merugikan orang lain
baik secara materil maupun non materiil. Anggapan-anggapan bahwa
hukum pidana Islam adalah suatu hukum yang kejam adalah tugas kita
untuk memberikan sosialisasi dan penyebarluasan ilmu Hukum Pidana
Islam kepada semua lapisan masyarakat secara khusus hingga umum
bahwa khazanah hukum Islam itu ada satu bagian yang disebut Hukum
Pidana Islam.

. Kontribusi Hukuman Ganti Rugi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di
Indonesia

Dalam pembaharuan sistem hukum pidana, pemahaman hukum
pidana materil terlebih dahulu diperbaiki, karena sebagai dasar untuk
memperbaiki dua bidang hukum pidana lainnya. Pembaharuan hukum
pidana materil dilakukan dengan jalan memperbaharui KUHP, yang
merupakan kodifikasi dan univikasi hukum pidana. Adapun sentral dari
KUHP adalah pidananya, yang merupakan cerminan nilai budaya suatu
bangsa. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan demikian
diawali dengan pembaharuan KUHP, yang dalam pidananya harus

mencerminkan nilai budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian

21 |pid, him: 91.
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pembaharuan KUHP harus berorientasi pada nilai-nilai, disamping
berorientasi pada kebijakan, vyaitu kebijakan untuk menanggulangi
kejahatan. Hal tersebut mempakan sesuatu yang sangat penting, demi
untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu perlindungan masyarakat dan
perlindungan terhadap individtf.

Dengan demikian, pidana yang berdasarkan atas jenis pidana,
berat-ringannya pidana dan cara pidana dilaksanakan harus diyakini
mampu mencapai tujuan pemidanaan. Salah satu jenis sanksi pidana yang
dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemidanaan adalah pidana ganti
rugi. Untuk pidana ganti rugi yang terdapat dalam perndang-undangan
yang sekarang berlaku, pandangan masyarakat tentang pidana ganti rugi
serta letak yang seharusnya dari pidana ganti rugi dalam pembaharuan
hukum pidana.

Perumusan pidana ganti rugi dalam pembaharuan hukum pidana di
Indonesia diupayakan menjadi pidana alternatif atau tambahan dalam
pidana pokok, pidana tambahan yang selalu dijatuhkan bersama pidana
pokok dalam setiap peristiwa bila korban menderita kerugian, di samping
dirumuskan sebagai sanksi "tindakan". Dengan posisi pidana ganti rgi
demikian, maka hukum pidana akan mampu menjalankan fungsinya

sebagai sarana "perlindungan korban".

22 http://eprints.undip.ac.i(tiakses tanggal 30 November 2010)
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F. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian pustdikeiafy research)
pada data primernya, yaitu penelusuran dan inventarisasi data yang
bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti
guna mendapatkan konsep tentang persoalan yang akan dijadikan obyek
penelitiar?®, yaitu kontribusi hukuman ganti rugi dalam pembaharuan
hukum pidana di Indonesia.

Sedangkan data sekundernya adalah, buku dan data dari media
cetak maupun elektronik yang ada hubungannya dengan tema yakni
kontribusi hukuman ganti rugi dalam pembaharuan hukum pidana di
Indonesia.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptf yaitu memaparkan dan
menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian
menguraikan segala sesuatunya dengan cermat dan terarah mengenai
hukuman ganti rugi dan kontribusinya dalam pembaharuan hukum pidana
di Indonesia.

Sedangkan analisa data adalah penyidikan atas data yang diperoleh

dari buku-buku, karangan-karangan, serta karya lain yang dapat diuraikan

him. 33.

23 Kartini Kartono,Pengantar Metodologi Risetet. 7, (Bandung: Mandar Maju, 1996),

4 Spoeharso dan Ana Retnonongd{lamus Besar Bahasa Indones{Semarang: Widya

Karya, 2005), him.121.
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unsur-unsur dari karya tersebut sebelum diteliti lebih jauh ontuk
memperoleh maksud dari tefanengenai kontribusi hukuman ganti rugi
dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

3. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang penyusu gunakan adalah pendekatan
normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-
norma hukum yang berlaku dengan pendekatan berdasarkan norma tertulis
maupun tidak tertulis baik hukum positif dan hukum Islam dalam Al-
Qur’an dan As-Sunnah.
4. Analisis Data
Analisa data merupakan suatu cara yang dipakai untuk
menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat
diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoakan yang diteliti dan
dibahas?®
Setelah data terkumpul dengan lengkap dan telah disusun secara
sistematis maka di analisis dengan metode deduktif, yaitu berangkat dari
data yang bersifat umum kemudian diuraikan menjadi khusus sehingga
diperoleh kesimpulan akHif. Dengan cara berfikideduktif yaitu cara
berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang

umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus. Dalam hal ini

%5 Kartini Kartono,Pengantar Metodologi Risetet. 7, (Bandung: Mandar Maju, 1996),
him. 37.

%6 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktk, 2 (Jakarta:
Rineka Cipta, 1997), him. 205.

27 Sutrisni HadiMetodologi ResearctiYogyakarta: Andi Offset, 2000), him. 36-37.



16

penyusun berusaha mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu

menganalisisnya dari suatu ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam

Hukum Positif dan Hukum Islam vyaitu, Al-Qur'an dan Hadist serta

kaidah-kaidahFighiyah maupun Usuliyah, kemudian dijadikan pedoman

dalam menganalisis kontribusi hukaman ganti rugi dalam pembaharuan
hukum, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan

menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka, baik literatur primer yang
berhubungan langsung dengan topik pembahasan maupun sekunder yang
menjadi pelengkap dan penyempurna dalam pemecahan pokok-pokok
bahasan mengenai kontribusi hukuman ganti rugi dalam pembaharuan
hukum pidana di Indonesia.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data dan memeriksanya terutama dari segi
kelengkapan, kejelasan, keakuratan dan kesesuainnya dengan tema
pembahasan kontribusi hukuman ganti rugi.

b. Mengklasifikasikan dan mensistemasi data-data dalam paparan yang
direncanakan, lalu di formulasikan dengan pokok-pokok masalah
mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

c. Melakukan analisa lebih lanjut terhadap data yang telah

diklasifikasikan tersebut, dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-
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teori, konsep-konsep dan prinsip-prinsip seerta pendekatan yang sesuai

sehingga diperoleh kesimpulan yang paling mendekati kebenaran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kemudahan dan lebih memfokuskan terhadap
pembahasan yang diteliti, penyusun akan mensistematika skripsi ini dengan
membagi tema pembahasan menjadi beberapa bagian atau bab dan sub bab.
Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa katagori dalam pembahasan ini
sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan yang mengarahkan pada substansi
penelitian ini.

Bab Il yang berisi mengenai Ketentuan Hukuman Ganti Rugi dalam
Hukum Pidana Islam dengan sub bab meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum
Disyariatkannya Diyat dalam Islam, Bentuk dan Macam-macam Diyat
Ketentuan dalam Pidari2iyat dan Hikmah Disyariatkannya Diyat

Bab Il yang berisi mengenai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana
Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dengan sub bab
meliputi: Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana Islam, Kedudukan Hukum
Pidana Islam di Indonesia, Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan
Hukum Pidana Islam di Indonesia, dan Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana

di Indonesia.
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Bab IV yang berisi mengenai Kontribusi Hukuman Ganti Rugi dalam
Pembaharuan Pidana di Indonesia dengan sub bab yang meliputi: Hukuman
Ganti Rugi sebagai Tujuan Pemidanaan, Kedudukan Sanksi Pidana Dalam
pembaharuan Hukum Pidana, dan Kontribusi Hukuman Ganti Rugi dalam
Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Bab V yang berisi penutup, yaitu kesimpulan dari seluruh penulisan
dan saran-saran yang dapat diambil sebagai masukan yang berharga sebagai
upaya-upaya untuk perbaikan selanjutnya mengenai kontribusi hukuman ganti

rugi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.



BABV

PENUTUP

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan, ada beberapa hal yang kiranya
dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada kesimpulan akhir dan mendorong
penyusun untuk mengajukan saran-saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan pada bab-bab
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Penerapan hukum Pidana Islam di Indonesia dapat dilakukan karena
mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Muslim, sehingga banyak
masyarakat yang sudah mengakui dan mengetahui bagaimana hukum dn
hukuman yang dilakukan berdasarkan dari nash A-Qur’an dan As-Sunnabh.
Diterapkannya hukum pidana Islam sebenarnya melindungi hak-hak yang
paling asazi dalam manusia.

2. Upaya kontribusi hukuman ganti rugi menurut hukum pidana Islam ke
dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia (KUHP) Nasional yaitu
dengan memasukkan ketentuan pidana ganti rugi dalam hukum pidana
Islam kedalam ketentuan tambahan dalam KUHP.

Hukum Pidana Islam itu sama seperti hukum-hukum yang lain, yang
menginginkan terciptanya suatu aturan yang membentuk masyarakat patuh
hukum dan tidak merugikan orang lain baik secara materiil maupun non
materiil. Anggapan-anggapan bahwa hukum pidana Islam adalah suatu hukum

yang kejam adalah tugas kita untuk memberikan sosialisasi dan

83
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penyebarluasan ilmu Hukum Pidana Islam kepada semua lapisan masyarakat
secara khusus hingga umum bahwa khazanah hukum Islam itu ada satu bagian
yang disebut Hukum Pidana Islam.

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi
pembaharuan hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formal
(hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum
pidana itu harus bersama-sama diperbaharui. Kalau hanya satu bidang yang
diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam
pelaksanaannya dan tujuan pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya,
Ketiga hukum itu erat sekali hubungannya. Dan sebisanya eksistensi hukum
pidana Islam mampu menjadi rumusan dalam pembaharuan hukum pidana
Nasional.

Untuk memperlihatkan keseimbangan perhatian terhadap kepentingan
pelaku maupun korban kejahatan pidana ganti rugi dapat dirumuskan baik
sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan. Hal itu dapat mencerminkan
adanya perkembangan perhatian kepada kepentingan korban. Pidana ganti rugi
yang dikenakan sehubungan dengan kejahatan atas jiwa yang dilakukan
dengan tidak sengaja, atau yang menurut pertimbangan keadaan, baik yang
menyangkut si pelaku maupun menyangkut korban, pelakunya perlu dijatuhi
pidana ganti rugi sebagai alternatif. Aspek kontribusi hukuman ganti rugi
dalam pembaharuan sistem hukum pidana nasional, menetapkan bahwa
kewajiban terpidana untuk melaksanakan pidana ganti kerugian kepada korban

atau ahli warisnya. Apabila kewajiban pembayaran ganti kerugian tidak
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dilaksanakan maka akan berlaku pidana pengganti untuk pidana denda. Dalam
ketentuan ini yang disebutkan dalam RUU KUHP belum ada ketentuan untuk
upaya paksa apabila pidana ini tidak dilaksanakan seperti yang terdapat dalam
pidana denda. Tidak ada upaya paksa tersebut tentu akan mengurangi
keefektifan pidana ganti kerugian. Sehingga sebaiknya perlu dikedepankan
aspek kontribusi hukuman ganti rugi dalam sistem pembaharuan hukum

pidana nasional.

. Saran-Saran
Saran-saran untuk mengefektifkan kontribusi hukuman ganti rugi
dalam pembaharuan hukum pidana adalah:

1. Pengobyektifan hukum pidana Islam agar memberikan wacana kontribusi
dalam pembaharuan hukum pidana Nasional. Dan dalam pembaharuan
hukum pidana Nasional hendaknya menambahkan sanksi ganti kerugian
dalam pidana tambahan.

2. Hendaknya perumusan pidana ganti kerugian ditetapkan sebagai sanksi
dalam RUU KUHP dengan memperhatikan aspek singkronisasi antara
tindak pidana dengan sanksi yang dijatuhkan. Meskipun banyak pasal
yang telah sesuai dengan masalah denda, namun adanya koreksi yang
mendalam diharapkan penggunaan sanksi ganti rugi dapat sesuai dengan
yang diharapkan berdasarkan kepentingannya.

3. RUU KUHP perlu mendapat perhatian khusus dan pengawalan yang ketat
dari para akademisi agar KUHP yang nanti akan disahkan sesuai dengan

jiwa dan falsafah bangsa Indonesia.
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